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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat
antara:

I, ' 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun
Sukajadi RT 007 RW 006 No. 503 Kelurahan/Desa Kedondong
Kecamatan Kedondong Kab/Kota Pesawaran, sebagai
Penggugat;

melawan

I U 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun
Tanjung Jati RT 008 RW 007 No. 888 Kelurahan/Desa
Kedondong Kecamatan Kedondong Kab/Kota Pesawaran,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register

0248/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya
dilaksanakn pada tanggal 07 September 2007 di rumah || lllldengan wali
B os kawin berupa 5 gram emas dibayar tunai yang dicatat oleh
Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong
Kab/Kota Pesawaran sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Niah
Nomor : 429/51/IX/2007 tertanggal 07 September 2007 yang dikeluarkan oleh

KUA Kecamatan Kedondong Kab/Kota Pesawaran.
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2. BAHRRNpEAikanaR st BErggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka,

Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan

sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya

sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akad Nikah;

3. Bahwa Penggugat dan Terguat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri
(ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak
1. Nama anak [ -hir

Tanggal 09 Maret 2009;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah
orang tua Tergugat di Kelurahan Kedondong Kecamatan Kedondong Kab/Kota
Pesawaran selama lebih kurang 5 tahun;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,
namun sejak November 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga
sehari-hari sehingga semua kebutuhan sehari-hari harus ditanggung oleh
orang tua Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tinggal bersama Penggugat
ingin tinggal terpisah dari rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat ingin
tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat

- Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai pihak istri tergugat

- Tergugat sering pulang larut malam dan pergi tanpa seizin penggugat

- Tergugat melakukan judi

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
pada November 2012 dengan sebab salah paham antara Penggugat dengan
orang tua (Ibu) Tergugat hingga saya sebagai Penggugat tidak mendapatkan
solusi dari Tergugatyang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan
dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut
diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat
sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang
sudah berjalan lebih kurang 8 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir dan batin;
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7. BAHARD PRAKYUGRR0SIMARC Berusaha meminta bantuan kepada keluarga
Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi
bersuamikan Penggugat dan Tergugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi
mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan lebih baik bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Gedong Tataan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([ GGG (on Tergugat
() outus karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili
kuasanya datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta
tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (without
default reason);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar
dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada
pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
1809074907840005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran
tanggal 25 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;
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2. EtBROPT - Rt AR "RIiRAHD dari KUA Kecamatan Negerikaton Kab/Kota
Pesawaran, Nomor 429/51/IX/2007 Tanggal 7 September 2007, bukti surat
tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah
mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama || | | | . rcnerangkan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu
kandung Penggugat;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orangtua Tergugat di Kedondong;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam
asuhan Penggugat;

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan
baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun
2007,

- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat sering pulang larut malam dan pergi tanpa seizin Penggugat,
masalah tempat tinggal dimana Penggugat ingin tinggal terpisah dari orangtua
Tergugat namun Tergugat sebaliknya tetap ingin tinggal di rumah orangtua
Tergugat dan Tergugat suka berjudi;

- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Sepengetahuan Saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok
saja;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;

- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah
orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
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PuUtpaRah 20K ARRAIRY Sef@alflai dengan musyawarah oleh pihak keluarga,

namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

- Saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama |} . ncnerangkan hal-hal
sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kedondong
rumah orangtua Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam
asuhan Penggugat;

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan
baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 8 tahun
yang lalu;

- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat suka berjudi, Tergugat sering pulang malam dan keluar rumah tanpa
pamit pada Penggugat, Tergugat ingin tetap tinggal di rumah orangtua
Tergugat sedangkan Penggugat ingin hidup mandiri pisah dari orangtua
Tergugat;

- Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Sepengetahuan Saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok
saja;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu;

- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah
orangtua Penggugat;

- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga,
namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti
yang diajukannya;
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PUAETRMPARYK 2B U P8y ifdat telah mengajukan kesimpulan yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan

kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup
ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti
dikemukakan di atas;
Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang
menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide Bukti P.1 dan P.2), oleh
karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf
(&) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara a quo;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki
legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk

mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian
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PUiETRMbARYK 2 hahRa Y HbkEk dgugatan  Penggugat a quo adalah tuntutan

Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat

dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk
datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag maka harus didengarkan
keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang
akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan
dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 - P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil
pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil
dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa mengenai materi bukti P.1 - P.3 tersebut akan dipertimbangkan bersama-
sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana

tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:
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- - Bahiea e HErdpAWaa-érang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak

terhalang untuk menyampaikan kesaksian;

- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih
lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan
Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat
dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-
pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai
berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan terus-menerus
antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah
berpisah dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara.
Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena
yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap persidangan, karenanya
Tergugat dipandang melepaskan hak-haknya terhadap perkara dimaksud;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat
dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam duduk
perkara yang akan dipertimbangkan materilnya sebagai berikut;

- Bahwa berdasar bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu
sama lain, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan
suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak. Telah ternyata pula fakta hukum
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya sudah tidak
saling memedulikan satu sama lainnya. Selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi
menafkahi Penggugat;

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 116 huruf (b) adalah:
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PORIAR SR PR RTSHIRGgafkHh pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya”

- Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap, Pengadilan berpendapat
bahwa telah terpenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
Memertahankan rumah tangga demikian hanya akan melahirkan penderitaan
lahir batin bagi Penggugat, karenanya Penggugat harus dilepaskan dari ikatan
perkawinannya tersebut;

- Bahwa dalam kitab Igna’ Juz Il halaman 133, yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

d._l& 6_lbLP9)J a_>g9g )_”d_AJJ © A&A_;w”.)b
asbasl b obll

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri
kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak
kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan
sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat
dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu
gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (default
judgment);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan,
karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan syara’ berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. MEH§apuRaR FIDatae PRAGHUSAL secara verstek;

. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( GcNGNTNNEE
) < hodap Penggugat ()

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Dzulgaidah 1441 Hijriyah oleh M. NATSIR ASNAWI,
S.H.l.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD FAUDZAN, S.Sy. dan AISYAH
KAHAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu
oleh ROSMIATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. NATSIR ASNAWI, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota | Hakim Anggota I

MUHAMMAD FAUDZAN, S.Sy. AISYAH KAHAR, S.H.
Panitera Pengganti

ROSMIATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. | :Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 125.000,-
4. Panggilan Tegugat : Rp. 250.000,-
5. PNBP Panggilan :Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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